
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah:

1950 tentang

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud
dalam hurui a di azas, perlu menetapkan Peraruran Bupari
tcntang Perubahan AUlaPeraturan Bupati Grobogan Nomor

68 Tahuu 2016 temang Kedudukan, Susunan Organisaai,
TUgas Pokok, Fw:gsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tara Kerja
Dinas Peternakan dan Penkanan Kabupaten Urobogan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Mengingat

a, bohwo. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan
Mcoteri Oalam Ncgcri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Oaerah. perlu merubah Perarurari
Bupan Grobogan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, l'ugas Pokok, Fungsi, Uraian TUgas
Jabatan dan lala Kerja Dinas Petemakan dan Perikanan
Kabupaten Grobogan;

Mcnimbang

BUPATI GROBOGAN,

DEl'>OAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA•

...
KABUPATEN OROBOGAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 68 TAH11N2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI,

URMAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA

DINAS PETERNAKAN DAN PERlKANAN

T~NTANG

PERATURAN BUPATI OROBOOAN

NOMOR 28 TAHUN 2018

SUPATI GROSOOAN
PROVlNSl JAWA TENCAH

-



PERA1'URAN B~PATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURANBUPATI GROBOOAN NOMOR 68 TABUN 2016

TEtlTANG KEDUDUKAN, SUStJNAN ORGANlSASl, 1'UGAS
POKOK, FUNG,SI, URI\.IAN TUGAS JABATANDAN TATA KERJA

DlNAS PETERNAKAN DAN PERlKANAN KABUPATEN
GROBOGAN.

MEMUTUSKAN :

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234};

4. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 ten tang Apararur
Sipl Negara (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tabun
2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indoneeia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23. Tabun 2014 tentang
Pemerintahau Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Uodang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pefnerintahan Daerab
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedornan Pembenrukan dan KlasifIkasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor451);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun
2016. ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerab
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor
15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor 15);

•

[entang3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201l

Menetapkan



Pasru 1
I. Daerah adalah Kahupaten Grobogan

2. Pemerintah Daerah adalah Bupab sebagai unSUT
penyelenggara pemerintahan daerah yang mem:mpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang rnenjadi
kewenangan daerah otonom. •

3 Supan adalah Bupati Grobogaa,

4. Sckretaris Daerah cdalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Grobogan.

5. Dinas Petemakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut
Dinas adalah Dinas Petemakan dan Perikanan Kabupaten
Grobogan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan
Perikarian 1<abupatenGrobogan.

1. Unit Pclaksaria Teknis Daerah yang selanjutnya dismgkar

UPTD adalah Unit ?elaksana Tekrris Daerah pada Dinas
?etemakan dan Perikanan Kabupaten Urobogan.

8. Kepala UP1'D adalah Kepala UPT::>di Lingkungan Dinas

?etemakan dan Perikanan Kabupaten Grobogar •.
q. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang

menunjukan tugas, tanggung jawab, we.wenang nan hak
seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan crgnriisaei

yang dalam pelaksanaan rugasnya yang didasarkan pada

keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan
organisasi, .

10.Ke1ompokJabaran Fungsional Tertentu adalah kumpulan
jabatan fungsional tertentu yang terdiri dari sejumlah
tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional tortentu yang

terbagi daJam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

Beberap~ ketenruan dalam Peraruran Bupati Grobogan Nomor 68
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok. Fungai, Uraiao Tugas .Jabaran dan Tata Kerja Dinas
Pctemalron dan Perikanan Kabupaten Orebogan (Benta Daerah

Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 68) diu bah sebagai
berikut:
1. Ketenruan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasall

•





7. Ketentuan Pasal28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal28
(1) UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A dipimpin. oleh Kepala

UPTDRumah Potong Hewan Kelas A yang berkedudukan dt
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala UFTD Rumah Potong Hewan Kelas l\ sebagairnana

dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan operasional danj'atau kegiatan
teknis penunjang E>inasdi bidang pemotongan hewan.

(3) Kepala UPTD· Rumah Potong Hewan Kelas A dalarn
melaksanakar, tugas pakok sebagaimana dimaksud pada

ayal (2), ruempunyai Iungsi :

a. penyusunan program kerja UPTD Rumah Potong Hewan

Kelas A;
b. pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan;

Paragra[2
UPTDRumah Potong Hewan Kelas A

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut;
, Pasal25

(I) Dengan Peraruran Bupad ini dibentuk UPTD. terdiri dari ;
a. UPTD Rumah Patang Hewan Kelas A:,

b. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kclas Aj dan

c. UPI'D Balai Benih Ikan Kelas A.
(2) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada

ayat(l), terdiri dari ;
a. Kepala UPTD;
h. Ke!)ala.Sub Bagian 'ra.ta Usaha; dan

c. KelornpokJabatan Fungsional Tertenru.
(3) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana dirnaksud pada ayat

(1), tercantum. dalam Lampiran 1, Lampiran II dan Lampiran
illyang merupakan bagian tidak terpfsahkan dari Peraruran
Bupati ini. ..

3. Paragraf 1 Bagian Kedua BABVdihapus.
• 4. Pasal 26 dihapus.

5. Pasal 27 dihapus.

o. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kedua BAB V diubah sehmgga
berbunyi sebagai berikut:



•permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya

serta memberikan arahan dan perunjuk baik secara Iisan

tnaupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal
baik secara .langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka

sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan:
e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang

undangan dan regulasi sektoral terkaiJ. lainnya sebagai

bahan atau pedornan untuk melaksanakan kegiatan.
f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan

teknis di bidangRumah Potong Hewan;
g. meJaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis

pemotongan hewan;
h. melaksanakan pembinaan dan pengo.wasanpelarangan

pemotongan hewan bctina produktif;

j. meJak~an pemeriksaan kesehatan terhadap hewan
yang akan dipotong (ante mortem) dan sesudah dipotong
(post mortem) agar diperoleh daging yang Aman Sehat
Utuh dan Hala! (ASlTH)serta memenuhi syarat dan
standar kesehatan;

•

c. penyeleksian hew-anyang sehat dan layak untuk dipotong

guna konsumsi' masyarakat;

d. 'pemantauan. evaluasi dan pelaporan peJaksanaan
kegiatan rumah potong hewan: dan

e. pelaksanaan. tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dirias

seauai dengan bidang tuga:snya.

(4) Kepala Uf>TD ieuman Potong Hewan Kelas A dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)dan ayat (3),mempunyai uraian tugas jabatan :

a. menyusun rencana dan program kegiatan UPTD Rumah
Potong Hewan Kelas A berdasarkan basil evaluasi

kegiatan tahun scbelumnya dan peraturan perundang­
undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian



sesuai syarat-syarat bagiRumah Potong Hewan;
r. melaksanakan pemotongan hewan sesuai Prosedur

Operasional Standar dan ketentuan perundangan yang
berlaku;

s. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan rnenilai
kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

t, membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan
sebagai bah an evaluasi dan pengambilari kebijakan
berikutnya:

u. menyampailtan saran dan pertimbangan kepada atasan
baik lisan mo.upun tertulis berdasarkan kajian agar
pelakS(U1QCU1kegiatan berjalan lancar dart optimal serta

untuk rnenghindari penyimpangan; dan
v, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan.

pcnyembeljhari, karantina,
teuipat pemusnahan limbahpenyimpanan daging dan

n. melaksanakan perncriksaqn ulang terhadap daging yang
berasal dan luar daerah sesuai aturan yang berlaku;

o. meJaksanakan pemungutan retribusi pemotongan hewan,
sesuai ketentuan untuk penunjang pendapatan asli
daerah melalui Dinas.

p. melaksanakan penyetoran retribusi ke kas daernh
melalui Dinas;

q. menyediakan tempat

•

menandat::mgani Surat Keterangan
untuk daging yang l;tyak eclat danKesehatan Daging

layak konsumsi;

J. melaksanakan perneriksaan adrninsirrasi rerhadap hewan

yang akan discmbclih (dipotong) sesuai peraturan,
perundangan yang berlaku;

k, menyiapkan rekomendasi daging diduga mengandung

penyakit dan berbahaya jika dikonsumsi masyarakat dan

memusnahkan/mengeliminasi daging atau baei"'n dari
hewan yang terbukti secara klinis berbahaya bagi

masyarakat,

1. melaksanakan penjagaarr dan kepastian mutu serta
lrualitas daging hasil pemotongan untuk kesehatan
masyarakat;

m. menerbitkan dan
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Hewan Ke1as A dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). mempunyai uraian
tugas jabatan :
a, menyusun rencana dan program kegiatan Suh Bagian

'rata Usaha berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun

sebelurnnya dan peraturan perundang-undangan;
b. rnenjabarkan perintah atasan metalut pengkapan

permasalaban dan peraturan perundang-undangan;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup

tugasnya serta memberikan araban dan petunjuk baik
secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan

\

kelancaran pelaksanaan tugas;

d, melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan .informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;

e. mempelajari dan mengkaji persrtur-an perundang­

undangan dan .rcgulasi scktoral terkait Jainnya ecbagai

bahan atau pedoman unruk melaksanakan kegiatan;

l3)

~. Ke"enmaI\t'asal29 o.\Q'oahsemn~a 'oer'ounyiseba~ai berikut:

Pasal29
t11 Sllb Bagian Tata Usaha UP1'DRuman Potong Hewan Kelas

A. dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tara Usaha UPTD

Rumah Potong Hewan Kelas A yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab 'kepada Kepala UP'I'D

Rumah Potong Hewan KelasA.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Uf'I1) Rumah Potong
Hewan Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mernpunyai tugas pokok, melaksanakan sebagian tugas
Kepala UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A dalarn

penyiapan bahari pcrumusan kcbijakan tcknie,

pengoordinasian, pernbinaan, pengendalian, pengelolaan
dan pernberian bimbingan di bidang administrasi umum,
surat-menyurat, kepegawaian, hu"bungan masyarakat,
sarana dan prasarana, perlengkapan. urusan rumah
tangga, protokol, perialanan dinas, kearsipan, hukum dan

ketatalaksanaan di lingkungan UPTD Rumah Potong

Hewan Kelas A.

Kepala SUb Bagian Tata Usaha UPTD Ruman Potong

•



i, lllelaksanako.n ketatau,;aba"n yang meliputl urusan
umum. aduuniscrast, surat menyurat, pen&e\o\aan,
\<.euangan dan '\)er)alanan rlmas d\. \in~\rungan \J?TI)
Rumah ?otong 'H.ewanKe\as Jlo..;

g. melaksanakan penggajian pegawai, tunjangan,
kesejahteraan dan hak-hak keuangan lainnya serta
pengelolaan keuangan unD Rumah Potong Hewan

Ketal>AdM pertanggungjawaban keuaugan;
h. melaksanakan pengelolaan adrmmstrasi kepegawaian,

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti,

pensiun, izin belajar, izin gelar, penyesuaian ijazah
untuk kenaikan pangkat, usuJ pengkatan menjadi PNS.
Kartu Pegawai IKarpeg). Asurans] Kesehatan (Askes).

Kartu Tabungan dan Aeuranei Pagawai Negeri (Taspen)
dan ho.khak kcpegawal~l lainnya;

i. merencanakan kebutunan sarana dan prasarana
perkantoran di lingkungan UPTD Rumah Potong
Hewan Kelas A;

j. melaksanakan pemeliharaan gedung, l'll!rana dan
prasarana UPTD Rurnah Potorig Hewan Kelas ....

kebersihan dan kerumahtanggaan karuor:

k. menyelenggl:l.rd.kanadrntnistrasi pelayanan di bidang
petemakan, kesehatan hewan dan perikanan di
lingkup tugasnya;

I. melaksanakan pemeliharaan, perawatan b::lrang­

barang inventaris milik pemerintah yang ada di UPTD
Rumah Potong Hewan Ke1as A untuk mc:nunjang tugas;

IlL melaksanakan penyueunan lapuran penyelenggaraan
UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A ;

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan UPTD
Rumah Potong Hewan Kelas A;

o. menyiapkan bahan pelalcsanaan Sistem Pongawasan
Internal Pernerintahan (SPIP) di lingkungan UPTD
Rumab l'otong Hewan KelasA;

p. melaksanakan monitoring, mengevaluast, dan menilai

kinerja pelaksanaan tt:gas bawahan secara berkala
sesuai dengan perarurar. perundang-undangan;

•



Pasal30
(1) UPTDPusat Kesehatan HewanKelas A dipimpin olen Kepala

UPTDyang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A sebagaimana
dimaksud -pada ayat (1), mempunyai tugas pokok
meloksannkan kegiatan operasional dan/atau kegiatan

teknis penunjang Dinas di bidang kesehatan hewan.
(3) Kepala UnD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), mernpunyai fungsi :
a. penyusunan program keija UPTD Pusat Kesehatan

HewanKelasA;
b. pclak:sana kegiatan di UPTD Pusat Kesehatan Hewan

KelasA;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KepalaDinas
sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Kepala 1JPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pacta
ayat(2) dan ayat (3),mernpunyai uraian tugasjabatan:

•

..
10. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikUt:

Paragraf 3
LJPrD Pusat Kesehatan HewanKelas A•

9. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Kedua BAB V diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut;

atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian
agar pelaksanaan kegiatan berialan lancar dan optimal
serta untuk menghindari penyimpangan; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain 1SCSUai dcngan

perintah atasan.

\ sebagai bahan evaluasi dan pcngambilankebijakan

berikutnya;
r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

q. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasari
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veteriner;
j. melaksanakan epidemioiogik penyakit hewan;
k. mernberikan konsultasi vereriner dan penyuluhan

keeehatan hewan;

L melaksanakan pengelolaan informasi veteriner dan
kesiagaan darurat wabah;

m. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai
kmerja pelaksanaan tugas bawahan. seeara berkala
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

I

en. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan

sebagal bahan evaluasi dan pcngam.bilan kcbijakari

berikutnya;

o. menyampaikan saran dan pertirobaogan kepada atasan

baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar

pelaksanaan keziatan berialan Iancar dan optimal serta
rmruk menghindari penyirnpangan: dan

f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan
teknis eli bidang pusat l<esehatan hewan;

~ urelaksanakan pelayaoan kcsehatan he-wan;

b. metaksanakan petayanan medik reproduksi;
L melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat

,

.
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal
baik secara langsung maupun tidak Iangsung untuk

mendapatkan informaei, rnasukan, serta dalam rangka
sinkrooisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;

e. mempeJajari dan mengkaji peraturan perundang­
undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai

bahan atau pedoman untuk meleksanakan kegiatan.

a. menyuaun rencana dan program kegiatan UPTD Pusat

Kesebatan Hewan Kelas A berdasarkan hasil evaluasi

\. kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang­

undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian

permasalahan dan peraturan perundang-undangan:

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai Ungkup

tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk balk
secara lisan maupun tertulis guoa meningkatkan
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(1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan
Kelas A dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha

UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD

Pusat Keschatan Hewan KelasA.

(2) Kepala Sub Bagian Tala Usaha UPTD Pusat Keschatan

Hewan Kelas A sebagaimana drmaksud pada ayat (1]

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A dalam

penyiapan baban perumusan kebijakan teknis,..
pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan
dan pcmbcrian bimbingan di bidang adrninietrnai umum,

surat-menyurat, kepegawaian, bubungan ffi.U.ycuakaL,

sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan nlmab

tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan
ketatalaksanaan eli lingkungan UPTD Pusat Kesehatan
Hewan Kelas A.

(3) Kepala.Sub Bagian Tata Usaha dalam mp.l>lk~::Inaksmtugas

pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai

uratan. rugas jabatan :
a. menyusun rencana dan program kegiatan. Sub BagJan

Tata Usaha berda.sar~ hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian

permasalahan dan peraturan perundang-undangan;

c. membagi tugas kepade, bawahan sesuai lingkup

tugasnya serta rnernberikan araban dan petunjuk baik

secara lisan rnaupun tertulis guna rneningkatkan
kelancaran peJaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal
baik secara. Jangsung maupun tidak langsung unruk

mendapatkan Informasi, rnasukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;

•

Pasal31

11. Ketentuan Pasal 31 diubab sehingga berbunyi sebagai berikut:

p. rnelaksanakan rugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan,
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e. mempelajan dan mengkaji peraruran perundang­
undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai
bahan atau pedoman unruk melaksanakan kegiatan;

f. melaksanakan ketatausahaan yang meliputi urusan
umum, adminietrasi, surat rnenyurat, pengelolaan
keuangan dan perjalauac dinas di lingkungan UP'TD

Pusat Kesehatan Hewan Kelas A;

g. melaksanakan penggajian pegawai, tunjangan,

kesejahteraan dan hak-hak keuangan lainnya serta
pengelo1aan keuangan UPl'D Pusat Kesehatan Hewan
Kelas Ado.n pertangungjawaban keuangan;

h. melaksanakan pengelolaan admtnistrasl kepegawaian,

kenaikan pangkat, kenaikan gajl berkala, cuti,
pensiun, izin belajar, izin gelar, penyesuaian ijazah

untuk kenaikan pangkat, usul pengkatan menjadi PNS,
Karpeg, Askes. Kat'fu Taspen dan hak-hak

kepegawaian lainnya;
1. mercncariakan kebutuhan sarana dan praearana

perkantoran dl UngkUngan UPTD Pusat Kesehatan

Hewan Kelas A;
J. melaksanakan pemeliharaan gedung, sarana dan

prasarana UPTD Pusat Kesebatan Hewan Kelas A,

kebersihan dan kerumabtanggaan kantor;

k. menyelenggarakar; o.dm.inistrasi pelayanan di bidang

peternakan, kesehatan, hewan dan perikanan eli

lingkup tugasnya;
1. meJaksanakan pemeliharaan, perawatan barang­

barang inver-tans milik: pemerintah yang ada di UPTD

Pusat Kesehatan Hewan Kelas A untuk menunjang
tugas;

m. melak3a.no.knn penyusU:ruln laporan pcnycle.nssaran
UPTD Pusal Kesehatan Hewan Kelas A;

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
OperasionaJ Prosedur (SOP) di lingkungan UPTD Pusar

Kesehatan Hewan Kelas A;
o. menyiapkan banan pelaksanaan Sistem Pengawasan

Internal PemerintD.han (SPlP) di lingkungan UPTn

Pusat Kesehatan Hewan Kelas A;

•
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b. pclaksanb. kcgiatan di LJPTOBn,ioiBenih limn Kelas A;
Co pemantauan, evaluasi dCU1 pelaporan pelaksanaan

kegiatan UPTOBalai Benih lkan Kelas A; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengao bidang tugasnya

13. KetenrnAn Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal32

[1) UPTD Balai Bellm lkan Kdas A dipimpin olch Kepala UPTD

yang berkedudukan di bawahdan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas,

(2) Kepala UF'I'D Balai Benih Ikan Reiss A sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1). mempunyai rugas pokok
melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan

tckrus penunjang Dino.s eli bidang pembenihan dan

pembudidayaan ikan.
(3) Kepala UPTD Ba1al Benih Ikan Kelas A dalam melaksanakan

tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (21.
mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja UP1'OBalai Benih Ikan Kelas

A;

•

Parwaf4
UPTD Balai 8enih Ikan KelasA

•

Kedua BAa V drubah sehingga12. Ketenhlan Paragraf 4 B~

berbunyi sebagai berikut:

.
serta unruk rnenghindari penyimpangan; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan 1::1;nsesuai dengan

perintah atasan.

p. melaksanakan momtonng, rnengevaluasi, dan rnerulai

kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala
sesuai dengan persturan perundang-undangan;

go membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan

sebagai bahan evnluaai dan pengambilao kebijakan
berikutnya;

T. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
atasan baik lisan rnaupun tertulis berdasarkan kajian

agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal



.,
sirikronisaai dan harmoniaaai pelaksanaan kegiatan:

e. mempclajari dan mer:gkajl peraruran perundang­

undangan dan reguJasi sektoral terkait lainnya sebagai
bahan arau pedcman unruk melaksanakan kegiatan.

f. melaksanakan pembenihan dan pembudidayaan ikan;

g. melaksanakan Iasilitasi teknis unit pernberuhandan budi
daya ikan milik rakyat;

h. melaksanakan pembinaan dan bimbiogan teknis

perbenihan dan buelidaya ikan kepada petani

lkan/nelayan eli wilayah kerjanya sebagai protein hewani;
1. melaksanakan kaji terap teknologi baru perbenihan dan

budidaya ikan;

j. menyediakan kebutuhan benih ikan dan calon induk
ikan unggul;

k. me.ngusahakan air bersth (air tawar] untuk kepen:tingan
perikanan yang dapat dialirkan ke kolamftambak;

I.. melaksanakan pengendalian harna dan penyakit ikan,
m. melaksanakan sertifikasi benih dan induk ikan unggul;
n. melaksanakan pengkajian dan analisis teknis

operasional pembenihan;
o melaksanakan pengcmbangan budidaya ikan;
p. melakeanakan pemugutan retribusi penjualan benih

unruk penunjang pendapatan asli daerah;

mendapatkan informasi, masukaa, sertn dalam rangka

(4) Kepala UPTD Balai Benih lkan Kelas A dalam melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayar
(31, mempunyai uraian rugas jabatan.:

a. menyuaun rencana dan program kegiatan UP'!'!) Balai
Beuih Ikan Kelas A berdasarkan basil evaluasi kegiatan

tahun sebelumnya,dan peraturan perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan rneialui pengkajian

permasalahan dan peraruran perundang-undangan;
c. membagi rugas kepada bawahan sesuai lingkup rugasnya

serta memberikan araban dan penmjuk baik secara lisan
maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal
baik seeara langsung maupun tidak langsung untuk

•
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(1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Bcnih Ikan Kclas A
dipimpin olen Kepala Sub BagJaD yang berkedudukan dj
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTO Balai

Benih.lkan Kelas A.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTOBalai Benih lkan Kelas

A sebagaim.ana dimaksud pads ayat (1) mempunyai tugas

pokok nu:laksanalJn sebagian tugas Kepala UM1) Ba:ai
Benih Ikan Ketas A dalam penyiapan bahan perurnusan
kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan,
pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di
bidang administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian,
hubungan rnasyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan,
urusan rumah tangga, protokol, perjalanan !'lines, kearsipan,

hukum dan kctatalaksanaan di lingkungan uno Balai
Benih lkan Kelas A.

(3) Kepala Sub Bagian Tata UsahaUPTDBalai Benih lkan Kelas
A dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), mempunya; uraian tugas jabatan :
a. mcnyusun renca.na do.n program kegiatan Sub Bagian

"TataUsaha UPTDBo.la!Benih Ikan Kelas A uenl..sarkari
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraruran

penmdang-undangan;

Pasal33

q. melaksanakan penyetoran retribusi ke kas daerah

melalui Dinas;
r. melaksanakan monitoring, :nengevaluasi, dan menilai

kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala
sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

s. membual laporan pelaksanaan kcgiatan kepada atasan

sebagai bahao evaruasi dan pengambilan kebijakau

berikutnya;
t. menyampaikan saran dan pertmbangan kepada atasan

baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar
peJaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta
uotuk mcnghindari penyimpangan: dan

u. melaksanakan rugas kedinasan lain .scsuai dcngan

perintah atasan.
14. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berlnlnyi sebagai berikut:



in.ventaris milik pemerintah yang adc di UPTDBalai

BenihIkan KelasAuntuk mcnunjang tugas;

barangperawatanpemeliharaan,

kesejahteraan dan hak-hak keuangan lainnya serta
pengelolaan keuangan UPTD Balai Benih Ikan Kelas A
dan pertangungjawaban keuangan;

h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian,
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti. pensiun,
izin belajar, izin gelar, penyeauaian ijD.Ulb untuk
kenalkan pangkat, us\J1 peugkatan IIlcnjadi PNS, Karpeg,

Askes, Kartu Taspen can hak hak kepegawaran lamnya;
L merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana

perkantoran di linglrungan UPTDBalai Benih Ikan Ke!as
A;

J. melaksanakan pemeliharaan genung, sarana dAn

prasarana UPTO Bruni Benih Ikan Kelas A, kebersihan

dan kerumahtanggean kantor;
k. menyelenggarakan administrasi pelayanan di bidang

petemakart, kesehatan hewan dan perikanan di lingkup
tugasnya;

1. meJaksanakan

'runjangan,pegawai,penggajiang. melaksanakan

b. menjabarkan permtah atasan rnelarui 1)engkajian
permasalahan dan peraruran perundang-undangan;

c. 'membagi tugas kepada bawahan sesuai linglrup tugasnya
serra memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan
maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran

pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi internal maupun ekstemal

baik seeara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan inforrnasi, masukan, serta dalam rangka
sirikronieaai dan hannonisasi pelaksanaan kegiatan:

e. .mempelajari dan menglmji peraturan perundang­

undangan dan regulasi sektoral terkait Iainnya sebagai

bahan atau pedoman untukmeJaksanakan kegiatan;
f. melaksanakan ketatausahaan yang meliputi urusan

umum, administrasi, surat menyurat, pengelolaan

keuangan dan perjalanafi dinas di lingkungan UPTD
UPTD Balai Benih Ikan Kelas A;

· .
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16. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni
Pasal 33A dan.Pasal 33B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal33A

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Wilayah
Bidang Peternakan dan Perikanan sebagai unit kerja non
struktural dengan wilayah kerja sebagaiberikut :
1. Koordinator Wilayah Bidang Petemakan dan Perikanan

Purwodadi : meliputi wilayah kerja Kecarnatan

Purwodadi, Kecamatan Toroh dan Kecamatau Geyer,
2, Koordinator Wilayah Bidang Petemakan clan Perikanan

Kradenan meliputi wilayah kerja Kecamatan Kradenan,
Pulokulon dan Gabus;

J5, Di antara BAB V dan BAB Vl diaisipkan 1 (satu] DAD, yak,nj
BABVAsehingga berbunyi sebagai berikut ;

BABVA

KOORDlNATORWILAYAliDAN SATUAN KOORDlNASI

m, melaksanakan penyusunan laporan penyclenggaran

UPTD BalaiBenihlkan Kelas A; dan

a. menyiapkan baban dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan uno BaJai
Benih I.kan Kelas A;

o. menyiapkan baban pelaksanaan Sistem Pengawasan

Internal Pemerintahan (SPlP) di lingkungan UPTDBalai
Benih IkanKelas A;

p. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai.
kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

q. membuat lapcran pelaksanaan kegiatan kepada atasan

sebagai bahan cvaIuasi dan pcngambilan kebijakan

beri.kumya;
r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan

baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar
pelaksanaan kegiatan berjalan. lancar dan optimal serta
untuk menghindari penyimpangan: dan

e. melakeanakan tugae kedinasan lain scsuai dcngan
pertntah atasan ,

,
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17. Di antara Pasal 42.dan PasaJ 43 disisipkan 1 (saru) pasal, yakni
Pasal42A sebingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal42A
Penataan kernbali personel. anggaran. saran a dan prasarana
serta serah rerima dokumen sebagai akibat penghapwsan rIOT!)

berdasa:rkan Peraturan Bupati ini dilakukan paling lama tanggal

L .Januari 2019.

Pasal 33B
(1)Dengan Peraturan Bupati. ini dibentuk Satuan Koordinasi

PenyuJuhan Perikanan sebagai unit kerja non strukruraJ.
(2)Kepaia Dinas bertindak sebagai Koordinator Penyuiuh

menugaskan dan melakukan pemantauan kinerja Penyuluh
Perlkanan pada wilayah kerja Iokaei pelaku utama dan

pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan di kecamatan.

(3)Ketentuan mengenai tata cara penugasan dan pemantauan
kinerja PenyuJub Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas,

bertanggungjawab kepada Bupati rnelalui Kepala Dinas:

(4) Uraian tugas Koordinator Wilayah seoagaimana dimaksud

pada ayat (2)diatur Jebih ianjut oleh Kepala Dinas.

danDinasKepalausulanatasBupatioleh•

3. [Coordinator wnayah Bidang Peternakan dan Perikanan
Wirosari meliputi wilayah kerja Kecarnatan Wirosari,
Tawangharjo dan Ngaringan;

4. Koordinator Wilayab Bidang Petemakan dan Perikanan
Grobogan meliputi wilayah kerja Kecamatan Grobogan,
Brati dan Kla.mbu;

5. Koordlnator Wilayah Bidang Petemakan dan Perikanan

Godong meliputi wilayah kerja Kecamatan Godong,

Penawangan dan Karangra~g; dan
6. Koordinator Wilayah Bidang Peternakan dan Perikanan

Gubug meliputi wilayah kerja Kecarnatan Gubug,

Tegowanu ,Ked'ungjati dan Tanggungharjo.

(2)Kuonlinalor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin o1eh seorang Koordinator yang berasal dan pejabar

fungsional yang diberikan tugas ta'mbahan atau dari
pegawai Aparatur Sipil Negara tainnya;

(3)Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk

- -
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Imdarlgklilrldi Purwodadi

Ditetapkan di Purwodadi
1 2018

Pasal n
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap10rang mengetahuinve, memerinrahkan pengundango.n

Peraturan Bupati ini dengan penempatannyo. dalam Oerita Daerah
Kabupaten Groboga.n.
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